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LANDASAN TEORI 

 

 

 

2.1 Dasar Hukum 

1. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar 

Terhadap Barang Ekspor. 

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 518/KM.4/2014 tentang Penetapan 

Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar. 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang 

Penetapan Harga Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea 

Keluar. 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK/.001.2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 

tentang Penetapan Harga Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif 

Bea Keluar. 
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2.2 Pengertian Pajak 

Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan Pasal 1  “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” 

 

Menurut Drs. M. Suparmoko, M.A., Ph. D, dalam bukunya Keuangan Negara 

(2000:94). “Pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang 

dapat dipaksakan dan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk”. 

 

Menurut Erly Suandy dalam bukunya Perencanaan Pajak (2003). “Pajak adalah 

salah satu penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai 

pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan”. 

 

Berdasarkan pendapat par di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran 

atau pungutan yang digunakan oleh suatu badan yang bersifat umum (Negara) 

untuk memasukkan uang kedalam kas Negara dalam menutupi segala pengeluaran 

yang telah dilakukan dimana pungutannya dapat dipaksakan.  

 

2.3 Fungsi Pajak 

1. Fungsi anggaran atau penerimaan (budgetair) 

Pada fungsi ini pemungutan pajak berperan sebagai pengumpul dana 

sebanyak-banyaknya ke kas negara. Penerimaan negara dari sektor 

perpajakan dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri 
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pada APBN, yang nantinya digunakan oleh pemerintah untuk belanja 

rutin pemerintah maupun pengeluaran untuk membiayai pembangunan 

2. Fungsi Mengatur (regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah 

pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman 

keras. 

 

3. Fungsi Stabilitas 

Karena sifatnya yang sangat luas, seperti: stabilitas nilai tukar rupiah, 

stabilitas moneter bahkan bisa juga stabilitas keamanan, fungsi ini 

berkaitan dengan fungsi lainnya, seperti regulerend. Untuk menjaga 

stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak 

semakin melebar 

 

4. Fungsi Redistribusi  

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan 

infrastruktur. Kebutuhan akan dana itu, salah satunya dapat dipenuhi 

melalui pajak. Pajak hanya dibebankan kepada mereka yang mempunyai 

kemampuan untuk membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang 

dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak 

mempunyai kemampuan membayar pajak, untuk meningkatkan 

pendapatannya. 

 

 

 

http://www.pajak.go.id/content/article/fiscal-cliff-ppatk-dan-data-pajak
http://www.pajak.go.id/content/article/logika-krisis-ekonomi-dan-insentif-pajak
http://www.pajak.go.id/content/article/greece-detroit-dan-efektifitas-penarikan-pajak
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2.4 Pengelompokan Pajak 

Dalam kenyataanya pajak dikelompokkan menurut beberapa jenis. Dimana pajak 

itu dikelompokkan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga 

pemungutnya. Yaitu : 

 

2.4.1 Menurut Golongannya 

1. Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib 

pajak tanpa hak pelimpahan. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh). 

2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnyadapat dibebankan 

atau dilimpahkan pada orang lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). 

2.4.2 Menurut Sifatnya 

 

1. Pajak Subjektif adalah pajak yag berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dengan artian memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh 

: pajak Penghasilan. 

2. Pajak Objektif adalah pajak yang hanya memperhaikan objek tanpa 

memperhatikan wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan nilai dan Pajak 

penjualan berang mewah. 

2.4.3 Menurut Lembaga Pemungutnya 

 

1. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

dipergunakan untuk rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, 

Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Meah, Bea Materai. 
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2. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

dipergunakan untuk membiayai pemerintah daerah. Pajak daerah terdiri 

atas: 

- Pajak Provinsi Contoh Pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor 

- Pajak Kabupaten/kota contoh Pajak hotel, restoran, hiburan. 

 

2.5 Istilah-istilah Kepabeanan Dibidang Ekspor 

1. Pabean 

Pabean adalah instansi (jawatan, kantor) yang mengawasi, memungut, dan 

mengurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor), baik melalui darat, 

laut, maupun melalui udara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan 

instansi dan lembaga yang menjalankan tugas ini serta sebagai unsur 

pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan Republik 

Indonesia di bidang kepabeanan dan cukai.  

2. Kepabeanan 

Kepabeanan adalah semua bentuk kegiatan dimana peranan DJBC sebagai 

pengawas lalu lintas perdagangan atas barang yang masuk maupun yang 

keluar dari daerah pabean serta kegiatan pemungutan bea masuk dan bea 

keluar. 

 

3. Daerah Pabean 

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah 

darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di 

Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku 

http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bea_dan_Cukai
http://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Keuangan_Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Departemen_Keuangan_Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah
http://id.wikipedia.org/wiki/Zona_Ekonomi_Eksklusif
http://id.wikipedia.org/wiki/Landas_kontinen
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undang-undang kepabeanan. Barang dari luar daerah pabean yang 

memasuki daerah pabean akan terhutang bea masuk dan wajib 

menyelesaikan kewajiban pabeannya. 

 

4. Kawasan Pabean 

Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan 

laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas 

barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai 

 

5. Ekspor 

Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara 

ke negara lain, atau kegiatan mengeluarkan dan menjual barang dari dalam 

daerah pabean ke luar daerah pabean.  

 

Menurut Prof. Dr. Herman Budi Sasono, S.E., MM dalam bukunya yang 

berjudul Manajemen Ekspor dan Perdagangan Internasional (2013). 

“Ekspor adalah kegiatan menjual produksi dari suatu negara ke negara lain 

melewati batas terluar wilayah kepabeana suatu negara, dengan tujuan 

mendapatkan devisa yang dibutuhkan negara”. 

 

6. Eksportir 

Orang perorangan atau badan yang melakuakan kegiatan mengeluarkan 

dan/atau menjual barang dari dalam daereah pabean keluar daerah pabean 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang
http://id.wikipedia.org/wiki/Barang
http://id.wikipedia.org/wiki/Komoditas
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
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7. Pemberitahuan Ekspor Barang 

Pemberitahuan Ekspor Brang yang selanjutnya disingkat dengan PEB 

adalah pemberitahuan pabean yang digunakan untuk memberitahukan 

ekspor barang. 

 

8. Harga Patokan Ekspor 

Harga patokan ekspor yang selanjutnya disingkat HPE adalah harga 

patokan yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang tugas dan 

tanggung jawabnya di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan 

menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian/kepala badan teknis 

terkait. 

 

9. Harga Ekspor 

Harga ekspor adalah harga yang digunakan untuk penghitungan bea 

keluar, yang selanjutnya penetapan harga ekspornya berdasarkan harga 

patokan yang telah ditetapkan dan diberlakukan oleh pemerintah. Dimana 

harga patokan tersebut menjadi dasar dalam penghitungan besaran bea 

keluar. 

 

10. Tarif 

Tarif adalah dasar perhitungan atau besaran pengenaan beban terhadap 

suatu barang. Dalam kepabeanan tarif pada umumnya digunakan untuk 

memperhitungan besaran bea masuk pada barang impor dan juga untuk 

memperhitungkan besaran bea keluar pada barang yang akan di ekspor  

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Impor


12 
 

11. Bea Keluar 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 “Bea Keluar adalah 

pungutan negara berdasarkan undang-undang mengenai kepabeanan yang 

dikenakan terhadap barang ekspor”. 

Penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dilakuakan oleh 

Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dan/atau usul menteri 

yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan dan/atau 

menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/kepala badan teknis 

terkait. 

 

2.6 Prosedur 

Prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan 

dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan, 

dan melibatkan beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian demi tercapainya 

kesesuaian satu dengan yang lain. 

 

Menurut Richard F. Neuschael dalam Sistem Informasi Akuntansi (2011:1) 

“Prosedur adalah suatu unsur-unsur operasi klerikal, biasanya melibatkan 

beberapa orang di dalam suatu atau lebih departemen yang ditetapkan untuk 

menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi”.  

 


